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PERANAN LEMBAGA PERMODATAN
NASIONAL DALAM: REDISTRIBUSE
ASET ?Ro UK’HP

MUHAMMAD %UIF._I_ |

Konr?'o'versz .tenmng feebz]cz;’e;zn redzsmbvsz czset pmduktzf
" bisa beﬁalan eﬁelatq ;zkzz pemmm lembaga pewnodalan nasional
dimanfaatkan secara optimal, Dalam tulisan ini akan dikupas téntang
uvgensi dan mekanisme kerja kebijakan redistrubsi aset produktif yang
dikaitkan dengan kesiapan infrastrukiur kelembagaan lemibaga
permodalan yang dimaksud,

~, art awal pidatonya kettka menjabat sebagai presiden, B}
Habibie telah berkali-kali mengulangi tekadnya untuk

ebih memperhatikan kelompok usaha kecil, rnenengah
dan koperasi yang selama masa rezim Orde Baru selalu dipinggir-
kan. Habibie memberi peluang sebesar-besarnya kepada kelompok
usaha ini untuk bergerak di segala sektor usaha -- dari hulu sampai
hilir - misalnya dalam menangani bidang-bidang usaha di sektor
pangan, sandang dan papan atau vang terkait dengan kebutuhan
masvarakat. Diberikannya peluang dan kesempatan kepada kelom-
pok ini karena mereka merupakan penjelmaan dari kekuatan eko-
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nomi. rakyat.yang -memuliki potensi-cukup besar. Selama ini- me-
rekalah yang. menopang kekuatan ekonomi Indonesis - sehmgga
negem ini dapat bertahan dariterpaan-badai ekonom:.”

- Pemihakan pémerintah  Habibie : kepada kelompok usaha
keui -menengah dan koperasi juga berkaitan‘dengan titanan eko- -
nomi baru, yang; dicanangkannya yang disandarkan’pada tiga prin-
sip pokok, yaitu kerakyatan; kemartabatan dan kemandirian. Pem-
‘berdayaan: terhadap mereka: téiah menjadi: bag).an sentral“dari- ‘pro- -
gram.reformas: - ekonomi:idan. menjadic tujuan utama refofmasi
pohmk Dengan langkah ini maka kelompolk usaha kecil yang ciulu
‘menjadt’ bulan bulandn “dan’ ob ek ‘belas® kﬁlhm bakal men]aai -
¥ ool A A PN .

: Adalah tepat }11\.& pemermtah Hab1ble memanfaatkan krisis
ekonomi ini sebagai momentum ‘untuk kembali ‘pada” perekono-
mian rakyat yang selama ini disisthkan. Harus kira sadari bahwa
usaha yang dilakukan: para. konglomerat (kelompok usaha besar)
vang ditopang sepenuhnva dengan-usaha udak fai7 seperti mono-
?oh oligopoli:dan ‘sejenisnya telah merusak perckonomian Indo-
nesia. Yang lebih fatal, usaha mereka initelah mempersulit per-’
kernbangaﬂ usaha skala keeil, menengah dan koperasii Akibat dari
penerapan bisnis tidak- sehat tersebut berimplikasi® langsung pada’
perninggiran usaha ekonomi rakyat. Rupanya, hal ini disadari betul
oleh Habibie. Bahkan ia memiliki keyakinan, jika bisnis tidak fair
tersebut dibiarkan berlarut-larut, bulcan mustahil akan menimbul-
kan ketidakpuasan yang kemudian meletus menjadi kemsuhan 1
penjarahan dan akhirnya memecah belzh bangsa. - '

“ Adanya korelasi positif “antara tindak kerusuhan dengan
masalah SARA, politisas: agama dan rekayasa kelompok tertentu -
seperti vang chtuciuhkan rezim lama sebenarnya telah berkali-kali
dibantah oleh berbagai kalangan, - termasuk oleh tokoh:tokoh
agama. - Tokoh Muhammadiyah yang kini menjadi’ Ketua PAN
(Parrai Amanat Nasional) Armien Rais selalu berada di garda depan

61




TgAUAN

yang: menolak- secara tegas: taduhan vang ‘mengaitkan: antara ke-
rusuhan-penjarahan .dengan * masalab "SARA: Menurut Afmiien,

masyarakat Indenesia-adalah: penduduk yang amat toleran terhadap
keberagaman suku, agama, ras dan antar golongan.’ Berdasarkan
pengamatannya-di lapangan,-biang kelad: ‘kerusuhan .dan penja-
rahan massal adalah adanya kesenjangan 3 yang.cukup lebar antara si
kaya dansi miskin, antara rakyat dengan penguasa, ‘antara-pusat
dan . daerah, -dan .sebagainya.- Kesenjangan tu -terjadi karena ‘era
delegulaa - -.sehingga ~membuat  ekonomi - beronenrasx ‘pasar -
degi"al‘i.__(:f_’p_a_t -dimanfaatkan “kelompok yang  punya ‘akses pada
modal -dan ‘pasar: ‘Dengan®bantuan ‘sepenuhnya-dari ‘pemerintah
Orde Baru, warga non-pri yang minoritas akhirnya dapat mengua-
sal sebagian besar aset ekonomi. Mereka menguasai 77% perelsono-
mian Indonesia dan sisanya dzbagl secara keroy‘okaﬁ oleh h&mph
200 juta jiwa pribumi.. .

.. ..Kalangan. Nahdlatul Uiama (NU) juga -menolak tuduhan
rezun lama tersebur. Menurut pengamatan RaisAm NU, KH Ilyas
Ruchiyar, kerusuhan yang pernah melanda wilayahnya - Tlasik-
malaya - beberapa 'wakru: lalu lebih banyak disebabkan kekece-
waan warga Tastkmalayaakibat ketimpangan ekonomi. Kerusuhan
1tu, katanya, sebagar tanda protes karena nsaha para perajin batik
rontok (lebih tepatnya dirontokkan) oleh kaum non-pri. Mereka
juga kesal karena pasar rradisional juga digusur dan diganti dengan
pasar swalayan. Padahal pasar tradisional itu penting sekali unruk
memasarkan barang-barang kerajinan rakyat setempat:

Untuk mengungkap adanya korelast positif antara kerusu-
han-penjarahan dengan kesenjangan tersebut kita bisa menengok
hasil jajalc pendapat majalah Garre dengan Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Komunikast Magsa (LPPKM) pada tahun lalu vang
mengambil responden dari hampir semua daerah vang pernah
dilanda kerusuhan dan penjarahan massal: Dari jajak pendapat itu
memperlihatkan, sekitar 93% -dari 814 responden menekankan
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“faktor kesenjangan sosial” sebagai fakror paling “dominan yang
melatarbelakangl pecahnve. kemsuham -dari* pesjarahan, “Untuk
memperkuat’ tesis ani - coba kirs ‘tengok ‘kémbali beberapa -kasus
vang terjadi di "AS: DI Los “Angeles beberapa tahun ‘lalu® Terjadi
kerusuhan “besar-besaran! ‘QOrang-orang:kulit” hitam “(negro) vang
selama’ini.merasa‘ dxpmggwkan mengamulk, membakar rumah dary
membuimihanguskan” pertokoan worang-orang -kulit “putil’ secara
memmbabi buraiMereka debih-tidak. kompromi dalarer menghadaps -
rumah-rumal dan toko:toko ‘milik orang Korea - Selatan, ‘karena
pendatancv baru tu dlanggapnya lebih sukses kenmbang mereka,

Dari vraian di atas Kita mendapat periegasan; selama kesen-
langan sosial masih menganga lebar maka tindak pengrusakan,
penjarahan: dan ‘pembumihangusan ‘terhadap simbol-simbol kema-
panan akan térus berlangsung: Apalagi, dalam kenyataannya, tin-
dakan’ tak “terpuji itu bukan sematasmata ‘karena urusan perut
semara; rempi juga - dalam bahasa Flotman Siahaan, sosiolog Unair
Surabaya " sebagai ‘bermuk pérlawanan terhadap penzndasan yang
diwarna: suasana mumpHngise. dan keserakahan. '

¢ Padatataran “ini, rezim: Orde Baru' 1elah. meninggalkan
”pekerja'an'rumah“ vang cukup banyak. Yang paling krusial di
antaranya adalah' kesenjangan di berbagai sektor kehidupan —
sepern kesenjanga.n sostal dan kesen)angan antarwilayah. Setelah
rezim Orde Bart: tumbang; tuntutan ‘menata kembali aser produk-
tif kian marak.‘Bahkan ada beberapa kalangan mengusulkan pem-
bentukan ' negara federasi. Tuntutan itu dilandasi karena tiadanya
pembagian kekayaan alam yang pantas dan adil: kepada daerah-
daerah. Sikap ‘diskriminatif rezim Soehario yang sentralistik ter-
sebut kini telah menimbulkan ledakan-ledakan di daerzh. Padahal
bila sistem desentralisas) yang: berarti- pelaksanaan otonomi sepe-
nuhnya diterapkan, maka letupan-letupan itu dapat dieliminasi.
Untuk ltu maka kekayaan daerah seharusnya tidak seluruhnya
diambil pemerintah pusat.
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- Dengan dicanangkanaya tatanan ekonomi baru yang digagas
Presxden Habibie; diharapkan tak ada lagi-yang mengungkltvungkn
masalah kerusuhan-penjarahan dengan SARA, Tesis rancu seperti
irn udak ditemui diskitab-kitab agama’ manapun  di: Indonesta.
Secam Tegas, kita juga mengutuk tmdakan zak terpuji itu. Sesung-
r—f*uhnya ‘tak-ada satu ayat pun-dalam Kitab Suci. Al-Quran. dan
3jaran mmanapun yang. .menghalalkan.. pen)arahan perusakan dan
pembakaran ‘terhadap harta: milik ‘wargailainnya. Adalabh argemen
vang sangat Jemah sekali bila hanya karena lapar ‘dan merasa tak
puas. terhadap Jeadaan Jantas; membakar dan_menjarah menjadi
halal dan lumrak; Men;a Al dan seJemsn}'i tidak bisa ditoleriz oleh
ajgrdn.agama manapui. . Oleh karena itu pemerintah harus bertin-
dak cepat-dan tegas. terhadap mereka sehingga fenomena pzhit dan
getir sekaligus pedih akibat rindakan tak terpuji iru tak tervlang
lagi i ‘masa-masa mendatang, Di samping Itu pemerintah juga
harus secepainya: mereditribusikan. aset-aset produktif secara adil
dan merata sehingga terjadi pemerataan yang sesungguhnya.

Memang hampir mustahil adanya kehidupan. ranpa kesen-
jangan_;;;ilx’,“_endati:--begitu,;:;kesenjangan tu mestinya tidak terlalu
thenganga lebar. Sebabijika itu yang terjadi maka dapat melahirkan
kecemburuan sosial, rasa -sakit: hati dan dendam massal . yang
séwalstu-waktu bisa disulur oleh mereka yang telah menjadi korban
tersebut uniuk dijadikan-sebagai bahan bakar kerusuhan, penja-
rahan -dan perilaku negatif lainnya. Masalah :miskin atau kaya
sebenarnva fenomena biasa yang terjadi di mana-mana. Jadi masa-
lahnya adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara kedua
golongan ‘masyarakat tersebut agar dapat dihiridarkan terjadinya
pemerasan, kesewenangan -dan perlakuan yang kurang manusiawi
lainnya oleh yang kuat terhadap yang lemah. Bagaimana mengatur
kehidupan yang serasi, vang memungkinkan terjadinya kerja sama
yang sehar, saling mendukung dan saling menguntungkan antara
vang kecil-lemah dengan yang besar-kuat. Tanpa ada pembenahan,
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niscaya kesenjangan akan: terus berlanjur.. Kesenjangan. yang
berlarut-larar; seperti-disinyalir Preszden BJ= I—Iab1bxe sangat-laten
,terh id’lp tndak: pen;arahan«perusakan bahkan chsmtegraﬂ bangsa

Reonenta31 sttem Ekonorm Menopohstik

Keberp1hakan rezim iama (Orde Bam) terhadap usaha skala
tidak lepas dari - ‘target rezim tersebut “untuk  membentuk:

' 'fhmton
rangka- mempenahankan StAts quo - kekuasaannya Keberpihakan
_ _-tersebu{ ‘dianggap “sebagai upaya rasional ‘dan ‘wajar dalam suatut
negara {bcrkembang) “Politik ekonemi Orde Baru ‘itu Ternyata
udak lepqs darl saran-saran Vang ‘dianjurkan oleh Mafia Berkeley di
sqmpmg mengacu pada a}aran “QOliver B Williamson. Menurut
teorinya, oligopoli yang {ermtegraﬁ (kongiomeras;) dapat menekan
biaya’ trmsaksz Dalam ‘teori ini,  konglomerasi ‘dianggap sebagai
usaha Vang paimg efmen kompetmf dan produkuf Sebaglan besar

tumbuh dan ber kembqngnva usaha'yang ménggurita.

- Garut-marutnya kondisi sosial politik Indonesia sepemnggal
rezim Sukamno - yang: memposisikan politik ‘sebagai panglima -
 dijadikan alasan rezim Soeharto ‘untuk lebih ‘mengedepankan sek-
tor ekonomi kemmbang politik. ‘Oleh karena ity, rezim Soeharto
mengawalt langkahnya dengan’ melakukan stabilisasi kondisi sosial
pohmk sebagai salah ‘satu modal dasar untuk’ pembangunan “eko-
nomi: Langkah itu kemudian disusul dengin kebijakan rehabilitasi
strukour perekonomian “yang ditandai- dengan lahirnya Undang-
Undang PMA {Penanaman Modal *Asing) pada tahun 1967 da'n
Undang-undang ‘PMDN  (Penanaman Modal Dalam Negeri).
Undang-undang ‘tersebut terlihat sangat longgar. Sebagai contoh,
misalnya dalam hal “kepenulikandan® jumlah tenaga kerja asing
vang tertera di dalam Undang-Undang tersebut. Kepemilikan peru-
sahaan diperbolehkan 100 ° milik pengusaha asing. Demikian pula
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dalam hal tenaga. kerja. Kelonggaran tersebut dilakukan bertjuan
wnrok . menumbuhkan <kembali “kepercayaan investor: asi-n’g ‘dan
domestik: terhadap dunia wsaha-di-Indonesia,sehingga  ‘dengan
tumbuh dan berkembangnya dunia usaha akan mampu mempm
cepar proses perbaikan ekonomi saat itu. :

. Akibat logis dari kebz;akan ite kekayaan neger: ini. “ch;arah”
pam kapltahs global di satu sisi,. c].an bermunculannya pengusaha-
'pengusaha besar nasional sebagai perpanjangan tangan mereka, di
sisi. lain. ‘Xfalaupun Jumlah konglomerat . domestik - sedikir ;tapi
_memka menguasai aser: yang  sangat besar Keudakseimbangan
keepemilikian aset “tersebur, mencetak | sistem perekonomian vang
bersifar monopohsuk Sistern ekonomi, ini menimbulkan kesen-
jangan yang luar biasa antara pengusaha besar, kecil dan menengah
Menurut data Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 1994, terdapar. 33,4
juia usaha kecd dan usaha mmah ‘tangga. (99,8 % dari seluruth unit
usaha yang ber]umlah 33,5, juta. umig), 66, 428 (0,2%) merupakan
usaha menengah dan besar, Dengan jumlah sedemikian besar,
usahia kecil dan menengah hanya memberikan kontribusi 39,8 %
kepada Produk. Domesmk Bruto. Sisanya 60 ‘% merupakan kon—
tribusi.usaha menengah dan besar.

. I\elompok usaha besar (konaiomerat) Vang ber Jumlah sedli\ﬁ
itu berkembang sangat. cepat: dan.menguasai sebagian besar aser
bangsa. Akibat sikap. diskriminasi rezim Orde Baru, maka perkem—
bangan 1tu tidak diikuti dengan tumbuhnya pengusaha kecil dan
menengah. Tidak ber kembangnva uszha kecil dan menengakh pada
masa it disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, mekanisme pasar
dan prakuk . dunia uszha vang tidak sehat dengan ditanda: .masih
maraknya budaya kolusi, korupsi dan nepousme (KKN). Karena
maraknya budaya ini kelompok usaha besar bertindak arogan dan
rakus dalam mengambil setiap peluang dan kesempatan yang ada.
Dengan sumber daya yang dimilikinya mereka dapat menyabet
peluang usaha dari hulu sampa: hilir. Mereka membiarkan pengu-
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saha kecil, menengah dan koperasi berkembang bagai siput. Kedua,
tidak: berkembangnya:semangav-dan-jiwa enterprenenr di kalangan
pengusaha. . Mereka, debib- mengutamakan jalur KKN sebagal
“bekal” usaha. Ketiga, dalam dunia investasi terjadi sistem ekonomi
biaya-tinggl - antara lain. karena vanyaknya biaya-biaya: siluman,
 tidak jada kepasman tidak: Lransparan 1:1dak add monopoh, pers
_Samg’m tidak sehardan leronisme.

Kesenjangan dalam dunial usaha i kemuchm berkembang
‘nen;adi kesen;angqn sosial lainnya; seperti kesen;anga.n antara kaya
danmiskin,-Kawasan Indonesia. Barat .dan Indonesia Timur, pri-

bumi -dannon pribumi«dan -lain-Jain:: Unruk: mengatasi - kesen-

jangan-kesenjangan itu sudab pernah dicoba dilakukan berbagai
upava oleh Pemerintah Orde Baru, seperti-Program Pengentasan
Perusahaan Kecil, Kebtjakan Delapan Jalur Pemeraraan, Kredi
Candak Kulak, Kredit Investasi Kecil, Kredit Usaba Kecil, Kredit
Modal Ker;a Permanen, Modal Vemura berbagal Proyek Inpres
Inpres Desa Ternnggal, dan Pola, Kemitraen. Karena upaya ini
masil banvak. mengalazm kebocoran maka dampak negamf dar:
pelaksanaan progrant, tersebut beium mampu meny eleszukan masa-
lah kesenjangan imi. :

Kesenjangan_ yano dermkxan lebar mencxpmkan bangunan
dunia usaha dan_strukrur perekonoman kita rapuh Hal 11 ter-
buk ketxk’a pertengahan tahun 1997 di mana krisis moneter
‘melanda negara kita. Kirisis tersebut mengak1batkan krisis ekonomi
yang berkepan;angan Sampai sekarang kita masth belum melihat
tanda-tanda krisis ekonomi ini akan berakhir. .

Dengan terjadinya krisis sekarang ini kita mestmya dapat
mengambil hikmah bahwa penerapan sistem ekonomi monopolis-
tik ternyata terbukii gagal diterapkan di. Indonesia, Supaya hal
serupa tidak . terjadx di masa mendatang maka perlu adanya peng-
kajian. (lebih tepatnya perenungan) terhadap sistem ekonomi
'monepol;suk tersebut. Dart sana harus dapat ditemukan jawaban
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dari-bebérapa pertanyaan:seperts, pertama, apakah sistem ekonomi
monopohsmk gagal’ pada Tataran-reoritik atau pada tataran: arnple-
mentauf?” Kedua; langkah apa saja yang -harus dirempuh ororitas
negeri-ini ‘agariproses redistribusi‘aset = sebagai tatanan ekonomi
baru = dapat berjalan mulus? ‘Proses kaji ulang tersebut nantinya
dapat dipakai untuk melahirkan format ekonomi-Indonesia yang
lebih berkesesuaian dengan kondisi dan resonrces yangiada dicindo-
nestaiKajisulang ini: penting ‘dilakukan untuk menghadapi pasar
bebas:vang sampai‘kini menyimpan.kegundahan banyak kalangan.
Bagi-Indonesia;: perdagangan bebas telah diterima sebagaz Lemsca-
yaariy karena p'ua pem1mpm negen i telah meny. epakatmva

Redlstr;buy Aset Produktlf

Salah saw: vpava pemelmtah menigatasi ke;umudan ckonomi
sekarang ini adalah dengan melakuhan redxstubusx aset-aset pro-
dukuif I\epada yang berhak menerimanya”. Untuk ite pemer intah
akan mengahhkan 30% kepermhkan aset produkrif vang dikuasai
negara kepada rakiyat sebagal implementasi Tap MPR tentang eko-
nomi kerakyatan, La_ngkah awal akan dimulai dengan mémbentuk
lembaga permodalan nasional (LPN) yang berfungsi mendistribusi-
kan saham BUMN kepada masyarakat. Kebijakan ini merupakm
lcoreksi pemermtah terhadap kebx;qkan Orde Baru dan mengém-
balikan hak rakyat banyak dengan perlindungan hukum dalam
sistem yang berkesinambungan. Untuk mewujudkan rencana i,
pemerintah akan membentuk lembaga permodalan nasional dalam
bentuk PT Permodalan Nasional Madani (PNM) 5 /)

S PNM mempakan holding company yang memiliki anak peru-
sahaan PT PNM Fund Management untuk merelokasi aset produlk-
uf bempa saham BUMN kepada rakyat Indonesia sejalan dengan
program  privatisasi. Sumber dananya berasal dari penyertaan
modal pemeriniah (PMP} sérta obligasi yang dibeli bank BUMN
‘dengan modal dasar sebesar Rp 10 trﬁlun Selanjutnya PT PNM
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akan membeli saham: BUMN sesuai deugan mickanisme dan’ harca_
pasar’ Saham itulah'yang Kemudian’ didistribusikan kepada masva—
akas dengan hirga yafig mendapar potongan. '

Kendatz kebgakan pemerintah dalam mered;smbus;. aset-aset
produl«.mf dikecam oleh bebempa kalangan ‘kalangan yang terasa
kepentmgannm’a Lérganges, “namun - sebagian - besar (mayoritas)
ar negert ini mendukungnya, babkan mereka menuntue agar
pemeuntah Segera ‘merealisasikannya, ‘Mala menjad; wajar Jikar
sekarang” redlstrxbum -ménjadi’ kata sakti yang ditunggu- “tungel
kehadirannya agar mereka benar-benar memperoleh keadilan gkos
i Tiki memizk padaasal katanya fedistrbusi berasal dari‘'kata

“distribusi” vang biasa dipahami’ dalam kaltannya ‘dengan penger:
tian “produksi? dan “Konsumsi”. Di sini} distribusi hampir identik
dengan pemasaran atau ‘pembagian barangibarang. Tapi dalam istiz
lah “redistribusi ‘aset” (asset vedistibasion), kara distribusi berkairan
dengan istilah “distribusi pendapatan” (dzstrzémtzoa of mcom@} dan

dmubum kekayaan® (disribrition of wealth). '

“Perbedaan di antara istilah-istilah itu terletak pada obyek
distribusi tersebue, yaitu barang arau komoditi, pendapatan, kelea-

yaan dan’aset. Sebenarnya ada"lagi “obyek diseribusi - itu, yairu
faktor produlksi, sepem renaga’ ker]a tanah dan ‘modal, walaupun
sebagal obyek yang dikuasai atau dimiliki, obyek tu bisa menjadi
aser. E)alum kaitannya dengan masalah redistribusi aset, kini; kata
redisiribusi berkairan déngan ‘masalah’ distribusi pendapatan dan
distribusi ‘kekayaan: Bahkan, tindakan redistribusi aset’ dimaksud-
kan sebagai koreksi terhadap distribusi pendapatan dan distribusi

kekayaan’ dalam stdru masyarakat” yang dinilai tidak memuaskan
berdasarkan ‘prinsip keachlan amu prmsxp Lebebasan (M Dawan
Rahard]o 1998). '

‘Menurut Dawam, redistribusi mengandung dua pengertian,
vaitu sebagai proses dan sebagai hasil. Sebagai proses redistribusi
adalah suatu proses untuk mengubah situasi distribusi yang ada,
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misalnya dan biasanya, distribusi. penciapatan Jekayaap: ataw. vang
kurang blasa aset.. Tapi redistribusi juga, bisa. merupakan | hasil dar1
suatu proses. Periama, sebageu hasil proses. pelaksanaan kebijaksa-
naan. . yang - sengaja,  untuk -memberikan atau. . melimpahkan
{ransfer 7 musalnya pendapatan, di anrara orang-orang atau . warga
: I&edm, bisa pula merupakan hasil atau, dampak vancr:
ud"ah senga _ (mzmzended) arau keberulan : (accuiean dari .suaru
pel' ksanaan. kebz' ksanaan. Pen&rapan 'kebijai«_sanaan redxstnbus;
pendapatan_dan Lekayaan yang berkonotasi. “sosialis” ini tidak saja
dilakukan di kalangan negara yang baru ’Derkembanv tetapl jaga di
kalangan negarfa maju, ‘hingga. sekarang Kebijaksanaan ini dilaku-
kan | dengan aswinsi, bahwa mekanisme pasar atau. invisible band
(tangaﬂ ga;b) vang dilaksanakan berdasarkan priosip membmrkan
kepen{mgan kepentingan umum (jmm’zc interest), . :
Dikeluarkannya kebuakan redistribust aset ini berkaxtan erat
dengan kepak sayap para pengusaha besar yang. bergemk sernakin
tanpa batas. Perkembangan kongiomera& yang terjadi di lndanesm
divakini oleh Presiden B] Habibie tidak fuir dan penuh KKN
sehmgga ﬁlenﬂak;batkan kelompok usaha kecil sulic untuk: ber-
Lembang jxka kondis: i1 udak. dlSEZOP dapat menimbulkan kecem-
bu; uan sosial yang akhn"nya “meledak . men;adz kerusuhan dan
per pecahan bangsa, seperti yang divakini Presiden Habibie. Supava
hal o gidak terjadi ‘pemerintah bertekad akan menghapus unsur-
unstr srrukturai yang menindas rakyaz Sebab keberhasilan. pem-
berday aan ekonorm rakyar sangat ditentukan cleh masih ada atau
uda,knya unsur strukmral tersebut. Peznenntah sekarang menya-
vangkan kucuran kredit perbankan yang terjadi pada masa lalu
vang hanya dinikman oleh kalangan tertentu saja. Padahal karena
masalah krusial itulah perekonomian rakyar tak dapat ber gerak
dinamis, Yang paling memprihatinkan, rakyar malah dijadikan kuli
yang hidup melalui belas kasth dari orang yang mendapat kemuda-
han kredit. Padahal kredit itu seharusm a diberikan kepada rakyat,
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_sek‘:or.fiskai',‘khus' ny: 1srpeageluarandaiam APBN, seyogyaxiya

memberi pnorxtas uniuk pembangunan: infrastruktur yang ‘lebih
berorientasi kepada: upaya: pemngkamnrkegaatan‘akonomj pmduk~

atau peiaku usah kecil dan menengah perlu;dxtmgkatkan kemam
puan dan kapabilitasnya agar bisa menjalankan kegiatan ekonomi
vang lebih produktif. Selama ini, SDM yang berkualitas cendenmg
;-terkonsentmst pada usaha skala besar, pada industri modern, yang
‘memang. memberikan.. insentif. ekonomi :yang lebih ‘baik bagi
mereka. Padahal, pendidikan tinggi yang ditempuh SDM. merupa-
kan subsidi yang diberikan oleh pememamh yang’ berarti juga dari
_rakyar. Namun, yang menikmati subsadz i justru. ekcncrm skala
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besar atauindustri” modern Oleki karena: itu, sesuai “dengan
sernangat’ ‘redistribust: tersebut, ‘maka periuZadanya: suatu kebijak:
sanaan’ vang: lebih rasional- dengan ‘memberikan. insentif.yang
culap bagizenaga professonai ‘tenaga terdidik; untuk- beker)a pada
sektor selroi tempat ekono:m rakyarberada: Di samping itu, juga
_ periu dilakukan. upaya -seriuscuntuksmeningkatkan kapasitas dan

Keémampuan ‘manajerialy kemampuan: blSﬂlS ‘serta kem&mauan tek»

' 'noio_ 1 pa a'pelaku ekon_omx rakyatgo o
a4, Kekayaanisumberidaya sosml (soczszf mpzm[) lmmva adalah

| membe rikan jaminan: kepada: pelaku ekonomi- rakyat;. sehmgga_ _

mierek terbebas dari perasaan tidak aman, perasaan tidak menentu,
ganggiian penggusuran, dan ancaman peacaplokan dari usaha skala
besar+ Ini ‘menyangkut sistem kelembagaan, ‘sistem pengaturan
vang wajar, ‘agar tidak’ menimbulkan praktilkprakeik ‘bisnis vang
t1d’11«. sehat dalam bentuk 17ke over, pencaplokan, araupun prakik
diiftiping dan ‘bérbagal diskriminasi yang dilakuken . pelaku bisnis
sehingga' merugikan' rakyat. Di samping ity rakyar juga harus
dibebaskan - dari “tindakan 'sewenang-wenang: para aparatur, yang
melakiikan®penggusuran, berbagal punguran liar; dani permintaan
sumbangan kegwtan yang dilakukan oleh birckrast. Int socual
capital adalah ‘mencipiakan kondisi masyarakar madani. Masyara-
‘katsmadani:memungkinkan ‘pelaku ekonomi kecil bekerja dengan
tenteram ‘danstestib. Keamanan dan ketertiban merupakan prasya-
rat bagi suatu kegiatan ekonomi untuk bisa. tumbuh. Kondisi sosial
vang 'selalu penuh pen}ara.han dan-kerusuhan bersifat kontrapro-
dukuf ‘Karena dtu, jaminan’ ‘atas pengembangan kekayaan sosial
‘mutlak dilakukan: B b

© - Sasaran  utama:: dan kebqakan redwmbum aset produkuf
adalzh pertunibuhan dan pemerataan. Dengan adanya kebijakan ini
diharapkan ‘mampu mewujudkan+ prinsip* keadilan -sosial bagi
“seluruh rakyat; sebagalmana dramanatkan® oleh Pembukaan UUD
1945. Redistribusi aset itu sendiri, bertujuan untuk menciptakan
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struktur sosial yang mengedepankan kelas menengah sambil mem-
perkecil persentase angka kelas atas dan. kelas bawah yang miskin.
Langkah itu diambil untuk membentuk pasar dalam neger: dengan
daya beli lebih tinggi. Kelompok- inilah yang akan menjadi: pasar
vang menjanjikan bagi pertumbuhan industri dalam negeri. .

. Redistribusi -aser. — kendati- bukan kebijakan baru =~ adalah
kebijakan positif- yang harus kita. dukung: bersama. - Agar. pene-
rapannya fleksibel rak ada salahnya-bila kita ‘banyak belajar. pada
negara terangga, Malaysia mengenai keadilan ekonomi ini. Untuk
masalah ini Malaysia dinilai berbagai kalangan sebagai negara yang
cukup berhasil dalam meredistribusi aset produktif. Jika dibanding-
kan dengan Indonesia, populasi warga negara keturunan Tionghoa
di sana jauh lebih banyals, yakni sekitar 40% dari jumnlah penduduk
Malaysia. ‘Tetapi dengan - kebijakan -ekonomt yang diterapkan
Malaysia dalam satu arau dua dasawarsa belakangan ini, pogsi
ckonomi mereka yang terlalu besar dibuat lebith wajar. Dan porsi
ekonomi Melayu di Malaysia kini mulai verdongkrak ke atas. Pada
rahun 2000 nanti; diperkirakan, perimbangan kekuaran ekonomi
antara ras Tionghoa dan ras Melayu, juga ras India akan menjadi
lebih adit dan-wajar. e . = 2B SIRTI
~ .~ Di Malaysia, orang perorang diberi kesempatan untuk itkut
‘memiliki aser negara, Untuk itu dibentuk sebuah lembaga peme-
rintah vang khusus mengurusi soal pemerataan pembagian - aset
kepada masyarakat. Lembaga iru bernama Kantor Privatisasi. Hal
ini rentu berbeda dengan Indonesia. Indonesia belum memiliki
Lconsep’ pemerataan aset nasional.: Padahal langkah mendistribusi-
kan aset nasional secara merara akan memperlancar dalam melaku-
kan pemerataan pendapatan masyarakat. Jika aset tersebut didistri-
busikan secara merata kepada semua’lapisan masyarakat maka
kesenjangan akan lebth tersuboordinasi. Kita harus mendukung
upaya Menperindag Rahardi Ramelan yang hendak menciptakan
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SO%" +bangunan-ekonomi “Indonesia harus :dikuasai - usaha kecil-
menengah, sedangkan yang besar-besar tidak lebih dari rigapersen.::
< w:Adalah pendapat sangat keliru jika-kebij akan redistribust aser
vang sedang dicanangkan pemeriatah diidentikkan dengan tinda-. .
kan merampas hak’orang lain. Bila kira cermati.secara mendalam,
Konsep. ot meiupakin ipays’ meEbangun’ penguasaan ekonom:
vang seimbang::Sebabykepincangan yang:ada:di negeri kira: selama-
ini‘telahémenyebablean ‘yang kaya bertambah kaya; sedang yang

raiskin‘semakin'miskin karena penguasadn aser.yang mjomplangwaa:

Pincangnya pemilikan aset nasional itut sudah  sangat keterlaluan.
- Bagaimana tidak kererlaluan: jika-i% dari unit-usaha’ yang ada-di
Iridonesia menguasal sampai 61% pi‘odﬁk--domeszik::'b.mtbj. -Hal int
tentit sanigat tidalk adil karena: pasar meajadi ridak komperizif. Jika
kepincangan tersebut tidal segera-dijawab. dengan ‘redistribust-aset
produlksif; sulit bagi rakyar Indonesia mencapai masyarakar madani

i Kebijakan redistribusi aser merupakan upaya dan koreks: ter-

lizdap alokasi sumber-daya ekonomi. Keberpthakan kepada eko-
nomirrakyar dan: masyarakarfuas adalah Keniscayaan yang gidak
hisa® ditunda-tunda lagi, apalagi:bila - mengingar kondisi mereka
vang kian terpuruk karena terpaan krisié ekonomi: Adalah langkah
varig tepat jika pemerintah berpihal kepada kelompok usaha-kecil:
Perilakn mereka tidak seburuk para pengusaha-besar: Utang (kredit
rmacet)'mereka sangat kecil. Dilihat dari angka kredit :macet. pengu-
saha kecil; jumlahnya relatif kecil dibanding para.pengusaha besar
vang berbisnis dengan cara 'kongkalikong’ dengan. pejabat peme-
rintah. Kredit macet-usaha kecil -hanya:0,5%, sedangkan kredit
macet pengusaha besar mencapai 70% dari’ total- utangnya yang
ratusan triliun. Berdasar penelitian Depkop PKM, pengusaha kecil
vang berhenti karena krisis ini hanya 4%, 64,1% masih bertahan
dan 31% mengurangi-usahanya. Bahkan masih ada 0,9% yang
mampu mengembangkan usahanya.
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Terlalu berlebihan:jika ada:yang menganggap keberpihakan
pemennmh ‘pada-kelompok usaha kecil sebagai sikap. anti-konglo-
merat:: Siapapun tahu, perusahaan besar, yang: selama ini diharap-
kan dapat: mencrangkaz perekonomian kita; ternyata.terbukri tidak
tangrruh “dalam - menghadapl krisis moneter: Bahkan. wtang luar
negeri ‘mereka-yang nilainya di luar dugaan menjadi: penyebab kian
terjerurnusnya. perekonomian kita-ke: jurang.kehancuran.. Peru-
sahaan: besar ‘telah menjadikan pemerintah - sebagai sandera utzmg
mereka Oleh karena iru, sangat tidak adil kalau niat baik pemerin-
tah:untuk - membantu pengusaha- kecil - dan - -menengah. dnudmb
sebagai tindzkan diskriminatif apalagi. anti-konglomerat.

- Keberpihakan;pemerintah kepada. koperast,. pengusaha kecxl
dan menengah, tidak ‘bisa diartikan sebagai bentuk penolakan
terhadap usaha besar: Kalangan yang pro.-redistribusi menerjema.h
kan keberpihakan itu:sebagai upaya pemerintah ‘bagi pengusaha
besar untuk mencari peluang bisnis yang lebih- besa: di :pasar
internasionals Untuk: ftuiipemanjaan terhadap kelompok s usaha
besar memang. sudah ‘harus dihentikan. Kita, uidak bisa. berharap
apa-apadarimereka - Pengutaha. besar yang selama ini dianggap
sebagai motor: perrumbuhan ternyata; tiddk: mampu menghadapi
badai - krisis: ekonomu.:Sedangkan koperasi .dan pengusaha:kecil-
menengah . yangselamas Orde:sBaru: dianggap- sebagai . ‘beban’
ekonomi; justru- tampil-sebagai penyelamar ekonomi, karena kini
mampu menampung hampir:90% tenaga kerja domestik dan dapar
menunjuklkan kepada:«dunia’ bahwa-Indonesia‘masih. . “ada™.
Keberadaan -mereka- benar-benar~sangar  diperhitungkan i masa
keisis. vang 'sampai kini: belum’ ada solusinya: Mereka : menjadi
penyangga ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, sangat wajar bila
p&meriﬁmh ‘memberi porsi.ékonomi:yang prodorsional kepada
mereka. Kelompok usaha kecil, kinf sudah siap menjadi pemasok
dan subkontraktor dari mesin ekonomi mereka.

3
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I&lta harus membulka, mata. lebar-iebar sesungguhnya_ le’.bl

. : pa. b
amgkan dengan Bantuan szuldltas Bank Indonesm (BLBI) vang_
: 'dmucurkan kepada i:azmk banL mﬂlk konglomeraz Vang totalnya -

sebacax ;angkah umuk memaukan 'U-Sah‘" konglomerat

para pengusaha besar Sekarang, tiba gilirannya: bagi' S rz:_;enntah:
untuk lebih memperhaukan kelompok usaha kecil, mengngah dan
Exopera:n Selama masa Orba usaha kecil dan menengah (UKM)
serta kopems; hanya menciapat alokasi kredit 20%: ciarx rotal kredit
vang “disalurkan. Padahal populasi kelompok ini, 99% darz total
unit usaha yang ada. Selebihnya adalah pergusaha besar ¥ang men-
dapat .80% . porst. kredzt Menuru Jlogika vang benar,- kelompok
UKM dan koperasi i i semesunya mendapat kue pembangunan
pal;ng ‘besar. Namun, ‘mengapa mereka hanya: mendapat sisanya?

lee{ahm, ‘sumbangan_ koperasi, usaha kecd dan memengah -

selama ini - sekitar. 49% dari produk domestik bruto (PDB). Kini,
Orde Baru telah tumbanff seining dengan bergugurannya kelompok
usaha besar. Perilaku mereka yang. men;x;zkkan dalam hngkup
KK’\. harus segera d1henukan o
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. Skema. Krediz. "

adalah untald membant’ perant 'yang Belum’ mampa membm ai"sendin
.membmtu koperasi/KUD  agar. dapar mengembangkan usahanya.’
keburuhan: ku buneanva 4% per :ahm dengan . jengha.
7 Bsnk pelaksan “Bank Rakyar Inclonss:a, Bank Danamon,_'
. Bufxopm BPD jab:u', BPD ]'ax:eng, BPD }arlm, B?D SLJuz BPD \ITB dan BPD I:um'
Tavas . .

b, Kredit Keptza’d Kapemsz fKKOP)

Untik memennhikebituban modal kerjz dan investasi koper;mf KU serta mendorong

f‘-penvemz:wvau usaha i bid;iil" agrabisnis, terutama untuk péngadaan dan dzszrzbusz"
- panganiserws. pembiayaan ipasca panen, Platform kredit neksmum Ry 350 juta dengan .
bunga 16% per-tahun, dan berjangka waktu pengembahan maksimum 10 tahun. a:_;k :
pei.:ks‘.nﬂ BRI, Bank' E‘;zm Ban.k Antnr Daemh {PAD) Bukopm, BPD ]a!: r, ‘BED
i fareng dan BPD Yatinil "

¢ Kredit Pemilikan Rz«smm‘" Seder&ana/ﬁumaiz Sang:zt Sea’ehamz H{PRRS/RSS)

Unwk. memenubi  kebuivhan. rumah dan. pemuliman .bagl masyarekar yang

; Beng nwuim remﬁ‘.h Qﬁku bung:mya haﬁy‘a 3.5% dan 11% ger whun, dengan

ksimum kredic sebesar Rp 26,68 juta; Janghka' wales pengembalian 20 tahun: Banlk "
pelaisanas Bank: Tabunizan Negara, Bank “Exim; Bank: Kesejahteraan .Ekenomiy Bank -

{ BMI Bank Bulmpmem Bam\ Artha Med.n Buhopn Bank Yudha Bhaku, Bank "Niaga,
Bink Lippo. Bank S Parthe, da

i hampir seluruh Bank P“mbanvunan Daarah fBPD)

d. Kredit Madai Ker_;a Peﬂgembdnaan Bzzrz!a Periarea’zran Rm’ayat/Svarzdh {KWK BPR-'
BPRSF U

AGuna membanta permodal:m l{ep.;da BPR/BPRS um:uls. memngka:kan kemMDunnnva
dalam membenkan kredic-kepada nasabahn}a Ndax kredic bagt BPR udak aahemuhnn,
taps’ platform fredit Lnr.uk nmsabak Rp 15 6ea) Dan. bl.,nga wung chsalurmn kepaéa
asabah miaksimum 30% per tahun ‘dengai jangka sealerts saril mhun ; et

“e. Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggoranya (KXKPA)} -

:Untuk mementhi keburchon modal kerja-dan 1nvestasi:bag: usaha anggota_kopemsi yang
produlsif di semua sekror ekonomi. Platform kredic-Rp 50 jura dengan bunga sebesar .
16% per whun. Bank pelaksana: BRI, Bank Exim, BNI, BDN, Bank Kesejahteraan
Ekonomi, Bank Bali, Bil, Bank Nesttka Dharma, Unibank, Bank Miaga, Bank Tiara,
BPR Kalsel, BPD Lampung, BPD fabar, BPD Kaitim, dar BPD Kalteng.

f. Kredit Kepada Koperast Primer untuk Anggotanya Tebu Rakyat (KEPA-TR).

Uneuk membiavai kebuwuhan modal kerja bagl anggota koperasi primer yang
membudidayakan anaman tebu. Suku bunga 16% per 1zhun dengan jangka wakuu
pinpaman maksimum dua tahun, Plaform kredin disesuabkan dengan keburuhan, hanva
ditentukan maksimum lahan dua hekrar. Bank pelaksana: BRI, Bukopin, dan BPD.
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12 AAP PIR Tmfzs Kawzmn szur (K&PA PIR Tmr:s KTI}

| Unindl snemblava) | wsahs perkebunan tanaman: kerss vang teriai dﬁﬁgﬁx} provek
- perulkinin Srapsmigras baru i K TL Pistiorm. keredic Rp 50 futa dengan sulu %:wgz
16 ;se) rabun, }anaks weakin, mksmnuw ngﬂ 1ahus, Pemaluf kmdif. malasa Bam{ Exism.

}J KKPA Tfﬂdgd EKerjz Iﬂdomsm (KKPA»TKI)

S Uarik memmﬁu Teeburaban’ TEI dalam mwodsl kena ‘guns membiavi pessizpan’ “dan
‘pemnﬁﬁz;ﬂ latan ke duar megers Platform: kwimngfa 85%,dari rotal wm;m 230 TR
&5 m%mn }aﬁgs«;a wakis pinjaman maksiouss 2, :
2 6&5& B?Djahm, ) S

TEEA Bags 78

HETS mementh; kebutnhan modal kerja dan’ investas: m:&zi" wszha %wczs vang
'. P dgi-hasil - Peperima Kredi sddlabioser
heperas: smm.e' shan BMT (Bazu! Aall o Tammwi. Bagi basti dalam bentuk nishah bagi
hasit serars 16% per mimn Apabila ianasl.mg ke Bank Muamaler selake benk Qdai&s%
dan mélsh BPES | bunganya Z8% periahun j'mgkﬁ %akw sam mhwa wniuk m@s:’.z, ke«'m
idan15:12h Lnuﬂ‘zﬁ.kmo&dmvmzs; el Twee

‘pondok pesantren, 11

j. Bredit Pengusaia Recil dan Mfﬂesgﬂb {EPEM)

- Unnek imengambanghan ‘usaha decil dan mikro & semua seloor #k@smm ERTTIASEK

m’da,_,,am:m das induss kel Pladform Jeedit uotok nvesas masmm.m % 75 R
a0 doredie modsl Eerja zkaaes Bo 5 ita. Sulis bungd 16% dan ;
hime tain untal SIS A ﬁem&xm mg: modd iser . Bmﬁ peldisans

35 '.

& Emsd*z Pemmpaﬂ Tfk:wk"x Tgpﬂ Gﬂm {m G} Taﬁxﬂs -

Unzek seempnokaricon kemiran wenba shonomy produbesf keluargabahuerzs vane rerga-
bang Hziam kelompok Taskin {?ﬁﬂvfmm Eszmtséﬁmé sreliduni pemanfacan rshmolog
1epat Zuna.dan: ipendimpingan 'gund 'meningkarken keserbecen. %:.%ng,\. Aakspmam

' '_ Xerja dam viga mﬁa.m umEsk fredis’ mﬂm Bmk ﬂf;mwa EBJ dem B’%.L

I :"le Hp 32 smacper kelompok Tadion. Mzl keredn miskemanm gersbun wnruk mcmi._

}xredﬁ Modal }Lfﬂ'ﬁ Lm?m Keﬂi dag Meuen a%y {M I}Kﬁ{j

Uzl spenduzons peagembaneen modal kena pengussha kecil, mmgaﬁ dan heperw:.
Plyrfern kdedr per nusabah hineea Rp 3 miliar Sulen banes 16% per sabn dan jzngia
“wakms pimman ser zaten, Baok gwlzkﬁzm BRLBNL %amﬁ Eaom, Bepindo. BBED.
BN, dam BTN, .

m, Eredi P—"?Zfrﬁpﬂn‘ T fmiw Pm&a}: Imggwm ﬁﬂﬁdi’: fKE’T E"i}’}%lj

| Ustuk mendorong pengembangan modsl o ke, mmepengah, dan koperas:
i “n\g pEng

1 aanmuk ’mmmakm q;ma.ih sonlan B smars - daerih depran mzzmmi&m ‘sat
i %

wehnelog: terizmn. Makesmum kredit Rp 400 pra 2 1 sk g 36%. Teopks walen
Jrednara sawo 1abnm. Sank pelaksana: BRI, BN, Bank | . Bapundo, EBD. BDN dan

BT™
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oo Tersedianya kredic murah. (bersubsidi) tdak lepas dari. ‘upaya
'=.:k<:ras Menkop PEM Adi*Sasono. Kapanpun ‘dan di manap__
- selalu. ‘menegaskan. bah _l{elompok usaha kecil, menengah.dan
- koperasi sangat ‘berhakaras kredit berbunga. murah. Mereka harus
:.-dzg}rzorlmmm Mereka terpuruk karena disebabkan. kebnakaﬂ yang
Ckelingdirma lalu-karena mereka tidak mungkin dapat-menyerap

o pmmmm berbunga rendah. Denﬂan dlbemkmnva kredit. b&rbt.nga

: :;;mrah seb _éf_ Rp ID 8 rnimn tersebut merr\ang tak sampaz separ\_h
" dari usulansemula. {pada Mei lalu), yakni sebesar P;p 23,8 rriiun
: denfrm suﬁu bunﬂa 1~§% Kendan be‘mu, ;umiah i sudah cukup

) Habxb;e&én anggom @eman Pemantapa.n Ketahanan Ek.onomz dan
‘Keuangan (DPK Eku) ‘bahwa usaha kecil-menengah dan koperas:
_dapar | membantu menssabdkan ha:ga—hazga bahan pokok Vang saat

" busi melahu l;_eperam \Eelaiui koperas; tersebut, har ga~harga baharl
pokok ‘hisa-dikendalikan dan. pasokannya relatif lancar. Dengan
kredie‘murah {bersubsidi) térsebiit pengusaha kecil dan menengah
serta koperasi dth?rapkan ciapat mengatas; kesulu:m dana usaha-
nya. A/

N Savanga@ a, penvgluran kmcnt usaba_ itu maszh men@gunakan
carzcara lama. Dana-damzitu dikucurkan . melalui  bank-bank
BUMN dan beberapa bank swasta, seperti Bank Bali, Bank
Danamon, Bank Internasional Indonésia ‘(BII) dan Bank Bukomn
Padahal bank-bank tersebur, kerap menexapkan prosedur teknis
perbankan secara formal dan cenderung rumit, Padahal hal sepertt
imilah vang sermg dipermasalahkan para pengusah«-~ kecil lkerika
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akanmengajukan kredit:Usul Menkop PKM Ad: Sasono. agar dana
itu: dikucurkan melalui lembaga: keuangan aitemanf sepem LSM.
ternyata tidak ditanggapi pemermtah TITTIR S NUTE R

+Dengan: poia lama ini, sbanyak kaiangan yang menanggapl_
pes;zms__ mengenai kucuran ddna. tersebut.. -Diperkirakan volume
kucuran skrediv ftu thakal sseret.: Kalaupun mengueur; - tetesannya
bakal kecil:sekali-dengan. rentang ‘waktu-sangar lama antara samu
tetesan ke tetesan lainnyaAda-yang mengibaratkan, sampai sol
sepatiy sl pengusaha berganu tiga kali karena bolak-balik untuk
mengurus leredit tersebur, kreditafva-belum tenvu mengalir, Nah,
-1pakah sekarang -kita - bakal -menyaksikan. lagi- kekecewaan dan
kmmstasmn para. pengusaha keal dan. menencah karena sulitnya
memperoiel} kredit murah yang. menggmrkan mﬁ ‘Benarkah para
pengusaha kecil dan menengai] serta koperasi juga bakal dzpusmo—
kan dengan banyal\.nva syarat yang. hams d1penuh1 untuk mempen
oleh kredzt tw?

Supaya E\.zedn tersebut efeknf dan sampau kepada vang dnu}u
Menkop PEM - maksudnya pemenntah “harus rerus mencari ja-
lan terbaik untuk itw, Sehab belum j juga skema itu ber;alar}, banyak
kritikan dan pesimisme datang dari berbagai kalangan mengingat
penyalur kredit tersebut, (bank~§3ank swasta nasional) sedang dibelit
masalah. Bank- bank tersebut, selama ini, telah berlaku tidak adil
kareﬂa han}a mau, menvaiurkan krechmya kepada keiompoknya
saja, Menhutbun Mushmm Nasution adalah salah seorang dari
sekian nbu orang vang pesimis dengan efeknffcas kucuran krecht
tersebut. la pesimis dana Rp 10,8 untuk usaha kecil menengah
(UKM;. blS’i mengucur dengan | baik kepada kelompok usaha itu,
apalag1 mampu mengembangkan ekonomi kerakyaran. Ia pesimis
dana 1tu bisa ‘mendarat’ dengan baik kepada UKM. Persoalannya
~ bukan Rp 10 wriliun arau Rp 20, trihun {ersalurkan atau tidak, yang
paling penting, katanya, adalah soal kelembagaan.
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© Beberapa kalangan-memastikan; -lembaga keuangan ‘dengan
pola bank:komersial saatsini»memang tidak «cocok untuk- kegqatan.
elconomi kerakyatan, misalnya‘pertanian, kehutanan. maupun per-
. kebunan: Sebabybank-bank iru‘memakai prinsip-prinsip colateral,
- capital, condition;character, - capability, yang “sulit dipenuhi: oleh
ekonomi s rakyar: = Bank-bank: ‘tersebut “cenderung akan lebih
memilih memdeposxtokan ataurbermain, valas dana yang tersxmpan
ch lacs mereka kﬂarena sanga{ menguntungkan :

UUD ’45 dan Demokras1 Ekononn

2
hakan bgbesa&besamva kepada kema.krnuran rakvat Rakyat dit
Inaksud dalam, pasal tersebut adalah’ Raloyat Trdonesia, jika tidak
' e'rartl sebagian besar “dari” rakyat Indonesia. Oleh
karexia itu, sistem perekonomian yang harus dijalankan di Indoge-
sia_selama masih berpegang pada landasan konsntusmnai UtuD
1945 harus berplhak kepada sébesar-besarnya kemakmuran seiuruh
Rzkvat Indonesxa atal sebagmn besamya Untuk lebih’ mudahnva,
sistermn :.konozm tersebut klta sebu\: dencan Slstem Ekonoml
hera.kv*ﬁan i : : S
Defmm ekoromi- kerakyatan menumt pandangan HIPMI
1da1ah struktur perekoaonnan yang dqxwm semmgat kemandirian,
efisiensi pasar, keberpihakan pada upaya menumbuhkan usahz
kecd menengah dan koperas dalam mengelola sumber daya eko-
nomi nasional berdasquan ‘demokrasi ekonomi untuk sebesar-
besarnya kesejahteraan serta kemakmuran rakyar. ‘Sedanmgkan
demolkrasi ei«.onomx adalah kegmr.an perekonomum berdasarkan
kedauiatan rakyar dengan ciri-ciri sebaga benkur B
1. "Kebebasan melakukan usaha.
2. Pengakuan ‘atas hak rmhk perorangan yang berfungSL-
sosial ekonomi.
3. Hak perolehan keuntungan yang wajar.
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i 5Persa1ngan yang sehat. -
Tegakaya etika duniausaha ;
~-Sistem upah dan harga yang laya}\
Kepastian dan penegakan hukum secara ad;l dan
v konsekuen:. g o '
«iDenganigambaran di atas, kamz mendukung sepenuhnva at
pemerintah membangun . Sistem -Ekonomi - Kerakyatan. Political
- will ini memang sudah menjadi keinginan sebagian. besar-bangsa
Indonesia; terbukei- dengan ‘lahirnya ketetapan MPR: No.. X VI/-
MPR/1998 tentang Politik Ekonomi -dalam -Rangka  Demokrasi
Ekonomi: Keterapan-MPR- ini-kemudian populer-dengan-sebutan
Tap MPR tentang Ekonomi Kerakyatan. Dengan lahirnya Kete-
tapan MPR No. XVI/MPR/1998 tentang Ekonomi . Kerakyatan
tersebur, MPR mengamanahkan: kepada pemerintah untuk me-
ngemban tugas menyukseskan agenda-Ekonomi Kerakyatan dari
aspek kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang harus
dibuat sampai dengan implementasi dan pengawasannya. Misi yang
diemban oleh pemenmah cialam men}alankan ekonop:n kez akyatan
adalah sebagat berikur: 1! Al
Pertama, memupuL ‘semangat dan jiwa. enterprenenr dalam
upaya menmptakan penousaha yang kuar dan besar jumlah-
nya, seperti' yang “diamanatkan dalam Tap MPR 'No. XVI
tentang Ekonomi Kerakyatan. Untuk 1tu, enterprenenr harus
:dlSGSLalxsasxhan/d1kampanvekan rnen)adl su sentral dalam
- pembangunan.
Ketlna, memaksimalkan fungsi dan kerja departemen terkait
seperti. Departemen Koperasi Pengusaha Kecil Menengsh,
'Kantor Menteri Pemuda dan Olahraga, Bappenas, vang ber-
. hubungan dengan upaya menmptakan pengusaha yang kuat
~dan besal jumlahnya yang bertugas membantu pengusaha
'Leml menengah dalam hal aksebzhtas permodalan teknolowl,
' mana;emen dan ‘pemasaran.

'.\'9\9":’*
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Keriga, membuat Undang-undang Persaingan Usaha unwlk
menapmkan ikiim vengukondusif -bagi lahir.dan berkem-
bangnya penousaha mmengah Vang memzhkl dava salng
Yang tinggi A a . N

Keempaz, membuat undano undang yaag membatasx kepe

<o o milikan @segrsesuat dengan: prmsxp ‘keadilan. dan pemerataan

(LU Anti Monopoli) untitk mengurangt tmgkat kesen;angan

efmm, ‘mening glatkan dayasaing pengusaha -kecﬂ',. menengab

: :dm Lopera& deng;m meiakukan pembmaan

o mkm ke 1d11:n dalam nal Lepermh}&an dan pencelol.aan per—
‘tanahan nasional. s v
: Kerumb mengubah paradxgma perbo.nkan dar1 kasxr konglo~

© - omerat™ menjade S “Bank ‘Rakyai? yang akan mengeluarkan
w4 kredit guna:membantu-permodalan dengan . lebih berpmak
v kepada pencmsaha kecily menengah dan koperast. -

' Kedelapan, pinjaman luar-negeri-harus diarahkan untui«. me-

numbuhkembangkan pengusaha kecil dan: menengah guna

mermperkuat struktur perekonomlm ms;onal

. %dapun tugas “tugas . yang hams ddaksaﬁaixan oleh pemenn—

fah yang. paling, mendasar adalzh melalukan redistribusi aset yang
belamq ini_didistribusikan kepada, pengusaha besar (konglomerar)
karena kolusi dan nepotisme, sekarang harus dlchsmbumkan ke-

pada. pengusaha kecil dan menengah yang dmnggap MAmDU me-

ugumbangkan aset-aset tersebut. .

Faktor-faktor yang | harus d1perhat1ka.n dalam redxsmbu& aset

da}ah,

Pevmma, a.cianva pemlhakan ?e;mhakan kepada pemgusaha
Lecil, menengzh dan koperasi pada_ kesempatan yang sama
dengan pelaku pembangunan yang lain agar konstribusinya
pfada nertumbuhan ekonomi nasional lebih proporsional.
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dqn i\operasu memllikl profesxonahtas ¥ _ng nnagz s
-- ciay saing vang

emngga seperti. Maiays;a Thaﬂand bahkan Flhpma Oleh
g karenanya daya saing pengusaha kecil, m.enengah dan- kope»
«<:rasi dengan cara: melakukan embmaan usaha dalam hal, pe»

mngkat.m pr odukt' i
j ; Luahms ;

--par bergabunCr denvan Lnit. usaha yang kuat agar dapat men»
- Capal skala Vang ekonomls sehmgga mampu bersaing di pasar
Gomebebas. g Mot Ll T SUNS
<~Kelima, pmluasan kepevm iks an. Dengzm memperluas Lese:m—
- dikan, risiko usaha dan keuntungan usaha dapar. dlbzm dan
- uidak -harus. dltenma dan ditanggung sendisi. Contoh pelalx.sa—
~nagnnva’ adalah kepemﬂlkan saham untuk para pekerja
.pemsahaan Contoh lainnya,: plasma tkeur, memiliks dalam
~skema_inti-plasma.. Dengan “dernikian mercka akan bekerja
lebth. keras. karena. rasa kepemilikan. terhadap: usahanw
“Diharapkan hal in akan mendorong pemerataan . menuju
E}-OHOI}’H Leral\yatan. £

: :&—hal Lnn vang juva pentmo dalam redlstribusx aset ‘adalah:
Perzama membenkan kesempatan kepada pengusaha kecil dan
menéngah untuk mengelola aset-aset vang telah disita pemerintah
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-dan pengusabz besar dan konglcmerat yano md.a.k i:asa meiunam

-pengusaha keczl 1
Kezzgza, mendorong dan-.‘membat},‘ pemgusaha kecxl unmk.«tumbuh

i mhaml penguasaan aser eieh pengusaﬁa besar Keafzm, memben
kan kesemparan untuk” ‘tumbuh 'dan berkembangnya pengusaha
menengahy Ketigd, mendorong engusahiz kecil unmk tumbu.h dan
berkémbang menjadi perigusaha menengah barg;:

Tugas yang diemban pemerintah ini memang Eld&k ringan.
Narnut jika berhasil dilaksanakan riaka implikasinya adalah tum-
Buhnya pengissaha menengah yang kuar dalam- ;v.mlah vang besar
din-akan menjadi pilar yang kuat untuk menopang’ perekonomlan
rasional. Dalam menjalankan misi yang tidak ringan ini pemerin-
tah ‘sehirusnya’ menyadari- ‘bahwa: tanpa dukungan dari’ berbagai
dlemen bangsa maka tidak akan rampt menjalankan agenda redis-
tiibusi dser’ daiam rangka ‘trielakukan transformasi dar; ekonom:
'monopohsmk menmiju ekonomi’ kerak}’atan Clek karenanya tang-
gungjaw ab untulk meneagenciakan ekoniomi kerakyatan dalam hal
ini adalah’ menjadi tanggung jawab bersafha®sama semua elemen
bangsa, Oleh karena irulah hiarus ada lembaga independen di luar
peémérintah vang bertugas mengawal dan men;aga Tap MPR No.
XVI/MPR/1998 tersebut.

Lembaga ini bertugas mengawai dan menjaga Tap MPR No.
XVI/MPR/1998. Lembaga ini bersifat proakuf dan reaktif dalam
mengkaji dan mienanggapi segala bentok turunan dari Keretapan
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- MPR tersebut batk-dari segi peraturan: perundang-undangan ‘mau--

punpada; tatatan. teknis: pelaksanaan. Jika terjad: - penyimpangan
terhadap : Ketetapan MPR _tersebur- maka. lembaga inilah’ yang
seharusnya pertama: kali menyuarakan adanya peayimpangan ter-
sebut dan sekaligus hal- hal yang- berfungsi untuk meluruskannya.
Beberqpa subjek. :vang: harus- men}adi konsentras: : Lembaga

Independen tersebut adalah,: pertama, membentuk LPN:(Lembaga -
" Permodalan Nasional) 3 yang bertugas menjadi. sauu—satunya lembaga

sentral. yang. beri"ungm ‘mengatasi - permasalahan -investasi: dan
permodalan i selurub Indonesia; TPN harus bersifar. terbuka dan
Transparar. Kedua, menﬂ.mplememasxhan Skim Krediv UKM dan
Koperast. Keriga, melaksanakan kebijakan redistribusi FIPH untuk
pengusaha Lecﬂ dan’'menengah serta koperasi. Keempat; melakukan
privatisasi BUMN. Kelima, mengallhkan proyek KKN dan‘proyek
bermasalah. Keenam, menyelesaikan:kredit bermasalah pada bank-
bank __emer" mh /A R K - AN IR T

Supava program redlstrzbusz aset produkmf tereahsasx HIPMI
mengusuikan kepada™ pemermtah urituk” segera mempersxapkah
aturan main yang adil dan memberi peluang atau kesemiparan
seluas-luasnya’ Lepadd Jealangan pengusaha kecil ‘dan menengah
dalam’ 1ed15mbusx tersebut! Untuk o perlu adanya Keppres ten-
tang Redistribusi Nasional. Keberadaan Keppres ini penting sekali
agar cita-cita pemberd*waan ekonomi kerakyatan vang mandiri dan
beradab dapat tercipra. Jika hal itu dlabaikan maka tidak menurup
kemunglinan aset-aser tersebut akan dikuasai kembali oleh kelom-
pok-kel ompok tertentu vang tak jaul numsam’a dengan kelom-
poh vang ada di era Orde Bam ' :

Tmpl aturan yang jels dan zegas aset nasional tersebut bisa
jadi jatuh ke ‘dalanm penguasaan asing. Bagl HIPMI, hal tersebut
sangar tidak dikehendaki. Hal itu bukan saja tidak sejalan dengan
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tekad- pemenmah ‘mengangkat peran ‘usaha kecil“dan menengah
tetapi- juga-karena ‘kalangan:usahaikecil dan’ menengah sendiri
memiliki kemampuan untuk mengambil'alili aset nasional tersebuz:
Saat ini juga, HIPMI sanggup mengambil bag1an dalam redistribusi
aset -nasionaliniz Jangankan shanya sekadar ‘menyewa, misalnya,
bahkan jika harussmembeli pun HIPMI 'siap dan mampu. HIPMI
siap' mengamhﬂ ‘alih sebagian “aser-sejumlah ‘bank thekutoperasi
(BBO):'dan* bank-dalamlikuidasi (BDL). Semua‘ito . dilakulkan
untule mempercepat redistribusi aset ke tangan’ penmsaha kecil dan
menengah. Supayaaset: tersebut tidalk: jacuh ke tangan yang salah,
HIPMT mengusuikan agar p‘,menntah czdak men;uain*’a ke pemlhk
, lama vang bermasalah. oo

“iSupayatidak ter;adx penyeiew engan HIPMI mengusulkan
agar AMU {Asser Management Unit) dikontrol langsung oleh lem-
baga pemerintahiyang bertalitemali dengan kehidupan usahd kecil
dan menengah. Dengan demikian, jajaran usaha kecilvdan?me-
nengah bisa memperoleh informasi derail mengenal rencana redis-
tribusi aset nasional vang sedang “dibicarakan ‘batiyak kalingan.
Berkaitan dengan ini, HIPMI juga mengusulkan agar permerintah
membem 1anmu h;Jau bag; usaha kecil dan menengah untuk ambil
um:ah it 1kan menjach Wahana szratecr; memi;u pemerataan kesem
patan berusaha dan pemilikan | ekonom1 Jika hal ini rerealisas:
maka sm'ul\tuz perekonommn naszonai bisa lebih berkeseimbangan
dan adil.. : - : :
_ Ln{uh memberdayakan pengusaha kecxl—menengah menjad:
pengusaha tangguh HIPMI relah mendesak pemerintah agar segera
membentuk LPN. Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk
mengambilalih peran Asser Managemen: Uniz (AMU) Badan Penye-
hatan Perbankan Nasional (BPPIN) vang dibubarkan akhir Desem-
ber. Aset-aset yang disita dari pemilik bank bermasalah atau beku
operasi bisa dijadikan sebagai modal awal pendirian LPN. LPN
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yang akan ‘dibentuk itu, akan menjadi perusahaan investasi dan
permodalan seperti modal ventura yang bisa menangani bisnis apa
sa;a, termasuk memberikan kreditmodal kerja. "Kehadiran LPN
ini; katanya, sangat penting’ dalam rangks redistribusi ‘aset nasional
dan meﬁumbuhkembangkan pengusaha kec11 menengah yang
tangguh. - =
Gagasaxz ?embemukaa LPN 1tn sen&m bermula da.n begis:u.
bazzyalmva aset konglomerat yang baagkmt karena tidak mampt
membayar utang kegada ppemerintah. Mmumt HIPMI; ‘aset-aset
tersebur | ]angan sampai-haniya BPPN: yang menangani; apalagibila
BPPN ituihanya - menjadi’ satus-badan’ yang  mengambil -alih,
mengawasi dan'memberikan aset tersebutkepada badannya sendiri.
Badanyang ‘multiguna‘'ini tidak ada m;ukmya tidak ada teori
check: and balamfe-nya Badan seperti itu pantinys vidak ada vang
mmgawa31 satii sama:: }am sehmgga rentan terhadap penyeio
wengan: et B _ :

Untuk mu diperiui{an satu badan atatl’ institusi yang disebuc
multifinance company yang bertugas menjalankan asetaset tersebut,
sebagai: media pemerataan (kesejahteraan) dan penumbuhkembmg
pengusaha-pengusaha - baru. “Adapun kerja “lembagz ini adalzh
mengambil alth aset-aset ‘tersebus, lalu digo puba’ic—kan ke pasar
modal, lalu diserahkon ke bank senrral. Serelah :dari bank sentral
inilah maka lembaga ini akan mempunyai aset. '

LPN atau maultifinance - company. bisa bergerak di segala
bidang wsaha, mulai dari krediv-kredit yang kecil uniuk pengusaha
kecil sampai kredit-kredit menengah untuk pengusaha menengsh
sebagaimana dikonstitusikan., LPIN. atau maltifinance company atau
seperti Pembangunan Berhad di Malaysia bertugas untuk menum-
buhkembangkan pengusaha-pengusaha pribumi. LPN tersebut
nantinya akan menjadi lembaga yang disebur AMU. LPN akan go
public dengan aset-aser ini dan akan' mengembalikan sebagian
kepada Bank Indonesia. Lalu BI akan menjadikannya kredit khusus
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kepada . LPN. .Den ----becztu, maka HIPMI blsa beker;a sama
.denvan LPN _ : :

L. ,gka;{rcdist.,r:ibusi. aset .-'dikha—
_Watilka}.'l akan membuar. aset-ase pemsahaan ‘nasional dikuasai
asing dengan, harga yang murah. Jika iru terjadi, maka generasi
mendamno daiam menwhadaps era; perdacrangan bebas blsa ;adx

;nantmva aset—ase{ itn akax} dxkuasai asmg atau pengusaha vang itu-
- saja dengan ‘harga: vang. sangar. murah. - Cukup- msayangkan,
selarna ini; penanganan aset-aset ite tidak transparan. Pada sisidni,
kami masih. memperranyakan dasar. hukum  penyitaan aser-aset
yang kemudian -diserahkan AMU. BEPN. Untuk mendaparkan
dana AMUL tentu - akan menjual - aset-aser -tersebur. Di. sipilah
dikhawatirkan investor asing akan mengambll peran karena-harga
aset Jtu dianggap, sangat- murah. Kalaw: 1ni vang zerjadi, klll‘a akan
_temp menjadi-kacung di negeri sendirt.- :

D1 ginilah-peran. pemenmah sangat dsperlukan Pememmah
harus mengambil peran agar kesempartan sekarang ini bisa diman-
faatkan. umuk memunculkaﬂ pengusahavpenvusaha baru:.yang
petensial, terutama: przbuxm Pemerintah. hendaknya beﬂaz—_manar
menvadar: bahwa porst ekonomi. yang selama ini .dikuasaiioleh
non-pr: telah . mendatangkan . kemdakpuasan berbagai pihak, se-
hingga melamplaskannva dengan ‘mengobrak-abrik: simbol-simbol
ekonomiyang telah. dibangun pemerm‘cah Orde Baru dengan susah
payah--dap berdarah-darah.. Konsentrasi ekonomi juga rernyata
merapuhkan perekonomian nasional. Perekonomian mudah govah
begitu ada ‘goncangan. Oleh karena itu, sekaranglah saatnya bagi
pemerintaly untuk+«menata kembali - kondisi perekonomian: ini
dengan memberi kesempatan ‘yang lebih besar kepada pengusaha
pribumi yang selama ini selaju dipinggirkan.
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o ia.crl, sebab pada: akhlm‘-;a mer&porkan keuancran ;necrara_._,
' menjaimkan usahanya mereka memm}am dana: ke iembaga Derban—=j
kanykalantak tersedia di-dalam negeri mereka mencari dana jangka:
pendek 'di lar negeri yang ternyata’malah debih :membahayakan.
qu itus tampaksecara kasat mara’ ketlka beragam Jems usaha Tu
Pengusaha tsmgauh aapqt terbemuk ;1ka e}as spesmllmsmya :
misaliya -hanya ‘menangani -bagian- tambang:emas ‘atau batubara-
saja. hanva sebagai ‘kontraktor khusus: untuksjalan-jalan perintis.
Semakin jelas usaha isu terspesialisasi; semakin efisien dan semakin
baik pengusaha Lersebut Adapun besaran pengusaha tangguh tu
ainilai dari asetnya.:

Kita harus memiliki pengusaha pengus*tha tangguh ;.p’llagl-
menjelang datangnya AFTA; NAFTA dan GATT/WTO. Tanpa
mereka, kita akan habis di masa kemperitif tersebut. Kita akan
menjadi bangsa aborigin di negerivsendiri. Untuk ‘memajukan
pengusaha’ kecil dan menengah' ~HIPMI akan terus melakukan:
pelatihan-pelatihan. Setelah iru; lalu kami akan - bertanya pada
mereka, anda mau usaha apa dan sebagamya

‘Ada benarnya pendapat “yang 'mengatakan - bahwa - krisis
ekonomi.-yang'terjadi sekarang ini disebut sebaga: koreksi sejarah..
Ternyata, WNI keturunan tak .lebih pintar dari kita {(pribumi).
Usaha mereka hancur lebur akibat terkena gelombang krisis
regional.” Mereka benar-benar ‘tak berdaya lagi setelah tefnpat
bergantungnya, vakni Presiden Soeharto,. lengser kaprabon dari
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“kursi-kekuasaannya: Dari kehancuran usaha mereka sekarang ini
kita bertanya® Apa yang: anelandasi+para ‘pemimpin Orde Baru
berpendapat - balwa: merekalah f‘xrang ‘paling “pantas - menggeluti
dunia usaha:’:_ Apabxla kita mencermari kaum Melayu: di Malaysia,

=5 _.klm-:'mendapatkan gambaran yang jelas bahwa kira«(pribumi) juga-

men;adi pengusaha besar (baca '

-Supava pmngusaha—penousaha pnbmm men;adz pengusaha-
vang tangguh-ada beberapa lamgkah vang harus-ditempuh’:oleh
pemerintah. Antara-lain: Pertama, mengeluarkan kebijakan bunga
bersubsidiz Dan.an}a ‘bisa saja-diambail- dan anggaran APBN: Pembe--
rian subsidi-ini, tentu udak dibertkan kepada semua pengusaha;
tapl kepada pengusaha-pengusaha vang mempunyai kemauan dan
mempunyal dasar pendidikan memada:, memiliki enteprener yang
baik vang ditunjukkan dengan track record yang baik. Kedua, tidak
menjadikan ‘bank: sebagai- rumah  gadai- seperti yang selama ini
terjadi. Sebagai contoh, jika anda meminjam uang sebanyak Rp 1
miliar maka andz harus menvimpan vang sebanyak 1,5 arau 1,2
mibar. Jika hal it terus terjadi, maka sikap apatisme pengusaha
kecil kepada dumia usaha akan kian mengental.-

- Agar pengusaha kecil dan menengah bisa berkembang, pihak
perbankan hendaknya. tidak lagl menjadikan aser sebagai jarninan
kredit. Hal itu bisa diganu dengan cash flow. Kini sudah saatnya
perbankan mengubah orientaginya. Misalaya, untuk jaminan kre-
dit-bisa dilakukan dengan memegang cash flow-nya. Jadi udak perlu
asetnyva. Selain dengan cara itu, pemerintah juga bisa menumbuh-
kembangkan pengusaha-kecil-menengah atau menciptakan pemain-
pemain baru-di bidang ekonomi depgan jalan membentuk -LPN.
Lembaga ini pada-intinya bertugas menyalurkan modal kepada
pengusaha kecil, menengah dan koperasi dan mengupavakan
redistribusi. aset-aset produkuif, terutama dari saham: BUMN : vang
diswastakan, kepada rakyat. :
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